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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi
dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di
lingkungan KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui
peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat
secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran
(whistle blower), maka perlu dibentuk Tim Kelompok
Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020.
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- Dalam keputusan ini diatur tentang Tim Kelompok Kerja
Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kota
Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020.
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